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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan

penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia;

b. bahwa tata cara penetapan standar kompetensi kerja

nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, merupakan pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun

2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1792);
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8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA

CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA

NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang

selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang

relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang selanjutnya

disebut RIP SKKNI, adalah dokumen rencana program

pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi

pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha.

3. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang

kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan
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usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam

menyusun standar kompetensi.

4. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang

sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang

SKKNI.

5. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian

rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI

terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah

ditetapkan.

6. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang

sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan

berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan

perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.

7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang

selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur

pekerjaan di berbagai sektor.

8. Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya

disingkat RMCS, adalah model standar kompetensi yang

pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari

proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

9. Adopsi adalah pengambilan seluruh atau sebagian

substansi, redaksional dan format suatu standar

kompetensi kerja untuk ditetapkan menjadi standar

kompetensi kerja yang berlaku di Indonesia;

10. Adaptasi adalah pengambilan seluruh atau sebagian

substansi suatu standar kompetensi kerja untuk

menyusun SKKNI;

11. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang

dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu
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pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha

yang menjadi tanggung jawabnya.

12. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga

pemerintah nonkementerian pembina sektor/kategori

atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau

lapangan usaha tertentu.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan

produktivitas.

14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan

kepada instansi teknis dan pemangku kepentingan dalam

penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau

lapangan usaha masing-masing.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kelembagaan pengembangan standar kompetensi terdiri atas:

a. Kementerian;

b. Instansi teknis;

c. Komite Standar Kompetensi;

d. Tim Perumus SKKNI; dan

e. Tim Verifikasi SKKNI.

Pasal 4

(1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a memiliki peran dan fungsi:
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